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ABSTRAK
PENERAPAN PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA
PENCABULAN TERHADAP ANAK
(Analisis Putusan Nomor 1705/Pid.Sus/2019/PN.MDN)

OLEH:
KRISTIN NATALIA GINTING
NPM: 168400048
BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

Anak merupakan generasi penerus bangsa dan penerus perjuangan pembangunan
yang ada. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan
bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas
kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas
perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan
kebebasan. Ada begitu banyak jenis kejahatan di Indonesia seperti kejahatan
kesusilaan, pembunuhan, pencurian, perdagangan manusia, dan lain sebagainya.
Salah satu kejahatan yang sering terjadi di antara kalangan anak-anak ialah
kejahatan kesusilaan. Kejahatan kesusilaan diatur dalam buku III KUHP (Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana) mulai Pasal 281 sampai dengan Pasal 299.
Kejahatan kesusilaan yang semakin marak terjadi akhir-akhir ini adalah kejahatan
kesusilaan berupa pencabulan. Pencabulan merupakan suatu pelanggaran hak anak
dan tidak ada suatu argumen yang dapat membenarkan tindak pidana tersebut,
baik dari segi moral, susila dan agama, terutama tindak pidana pencabulan yang
diperbuat terhadap terdakwa dan anak di bawah umur. Adapun permasalahan di
dalam penulisan skripsi ini adalah bagaimana bentuk perlindungan oleh negara
terhadap anak sebagai korban pencabulan sesama jenis pada ptusan Nomor:
1705/Pid.Sus/2019/PN.MDN, apakah putusan Nomor:
1705/Pid.Sus/2019/PN.MDN sudah mencerminkan kepastian hukum, keadilan
dan kemanfaatan, dan bagaimana upaya non penal terhadap anak sebagai korban
tindak pidana pencabulan. Metode penelitian dalam penulisan karya ilmiah ini
menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dan sifat penelitian deskriptif
analisis. Pengumpulan data menggunakan penelitian kepustakaan (/ibrary
research) dan penelitian lapangan (field research). Berdasarkan hasil penelitian
bahwa faktor yang menyebabkan pencabulan terjadi adalah salah satunya karena
anak adalah manusia yang rentan dan lemah, kurangnya perhatian dari orangtua
juga merupakan penyebab anak menjadi korban dari pelaku pencabulan yang
dilakukan orang dewasa dan yang menyebabkan seseorang menjadi pelaku
pencabulan salah satunya adalah sanksi terhadap pencabulan itu sendiri terkadang
ringan sehingga pelaku tidak merasa jera dan menganggap bahwa anak adalah
orang yang mudah untuk di pengaruhi. Penanggulangan kejahatan lewat jalur
“penal” lebih menitikberatkan pada sifat “repressive” (pemberantasan) yaitu
sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur “nompenal” lebih menitikberatkan
pada sifat “preventive” yaitu (pencegahan) sebelum kejahatan terjadi. kejahatan
tidak hanya diarahkan pada penyelesaian melalui proses peradilan, tetapi bisa
melalui nonperadilan.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Pencabulan, Terhadap Anak.
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ABSTRACT

Kristin Natalia Ginting
168400048
“The Imposition of Criminal Sentence For The Perpetrator Of The Criminal
Act Of Sexual Abuse Against Children
(Analysis of Verdict Number 1705 / Pid.Sus / 2019 / PN.MDN)”.
Supervised by Dr. Rizkan Zulyadi, S.H, M.H. and M. Yusrizal Adi Syaputra,
S.H., M.H.

CRIMINAL LAW DEPARTMENT

Children are the nation's next generation and the successor to the existing
development struggles. In terms of national and state life, children are the future
of the nation and the next generation of the ideals of the nation, so that every child
had the right to survive, grows and develops, participates and has the right to
protection from acts of violence and discrimination as well as civil rights and
freedoms. There are so many types of crimes in Indonesia, such as decency
crimes, murder, theft, human trafficking, and so on. One of the crimes that often
occur in children is the crime of decency. Crime of decency is regulated in Book
IIT of the Criminal Code (Criminal Code) starting from Article 281 to Article 299.
Decent crimes that are increasingly happening lately are moral crimes in the form
of obscenity. Obscenity is a violation of the rights of the child and there is no
argument that can justify this crime, from a moral, decency and religious
perspective, especially the criminal act of sexual abuse committed by the
defendant against a minor. The problems in this study are what is the form of state
protection for children as victims of same-sex sexual abuse in Verdict Number:
1705 / Pid.Sus / 2019 / PN.MDN, whether Verdict Number: 1705 / Pid.Sus / 2019
/ PN.MDN already reflects legal certainty, justice and benefits, and how are non-
penal measures for children as victims of criminal acts of sexual abuse. The
research method in writing this scientific paper is normative juridical research,
and the nature of the research is descriptive analysis. Data collection was carried
out using library research and field research. The results showed that one of the
factors that led to sexual abuse was that the child was a vulnerable and weak
human being, lack of attention from parents is also the cause of the child
becoming a victim of adult perpetrators of sexual abuse, and one of the causes of
someone to become a perpetrator of sexual abuse is that the sanction for sexual
abuse itself is sometimes only light punishment so that the perpetrator does not
feel deterred and thinks that the child is an easy person to be influenced. Crime
prevention through the “penal” route focuses more on the "repressive" nature,
namely after the crime has occurred; while the “non-penal” route focuses more on
the “preventive” nature, namely prevention before a crime occurs. Crime is not
only directed at settlement through judicial processes, but also through non-
judicial proceedings.

Kaywords: criminal act, sexual abuse against the child
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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan generasi penerus bangsa dan penerus perjuangan
pembangunan yang ada. Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang
Maha Esa yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat,
martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Dari sisi
kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi
penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup,
tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak
kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Perlindungan terhadap
anak tidak terbatas pada pemerintah selaku kaki tangan negara akan tetapi harus
dilakukan juga oleh orangtua, keluarga dan masyarakat untuk bertanggungjawab
menjaga dan memelihara hak asasi anak tersebut '

Dari hak dan kewajiban anak tersebut merupakan suatu upaya dimana hak
asasi seorang anak harus tetap diperhatikan dalam usaha perlindungan terhadap
anak, karena anak yang dimana usia mereka merupakan usia yang sangat mudah
dan rentan untuk dijadikan korban dari perlakuan yang salah dari orang dewasa,
mereka belum mengerti dan paham bahwa hak mereka telah dirampas oleh orang
yang menjadikan anak sebagai korbannya dalam suatu kejahatan.’

Seiring berkembangnya jaman dan semakin majunya teknologi pada era

saat ini tidak dipungkiri banyak terjadi perbuatan-perbuatan yang menyimpang

' Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, Sistem Peradilan Pidana Anak,
Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015. hal 5.

2 Nunuk Sulisrudatin, Analisis Tindak Pidana Pencabulan Oleh Pelaku Pedofil, Jurnal
Hukum Dirgantara, Vol. 6, No. 2, Maret 2016, hal 18.
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dari apa yang diterapkan oleh norma-norma hukum yang ada pada saat ini
khususnya di Negara Indonesia. Pada dasarnya Indonesia adalah Negara Hukum,
dimana sesuatu yang dikerjakan oleh Masyarakat Indonesia sudah diatur di dalam
peraturan-peraturan yang ada di Indonesia dengan adanya peraturan yang dibuat
maka hakikatnya suatu negara akan terlindungi oleh segala macam hal. Indonesia
yang memiliki hukum yang bermacam-macam sering kali masih banyak
kejahatan-kejahatan yang terjadi di Indonesia, dari waktu ke waktu kejahatan yang
dilakukan oleh masyarakat semakin bertambah apalagi dengan adanya kemajuan
teknologi yang semakin canggih, kejahatan semakin mudah diperbuat oleh
masyarakat Indonesia.’

Tanpa disadari kejahatan tumbuh dan berkembang di sekitar lingkungan
kehidupan manusia. Kejahatan merupakan bentuk dari ketidaktaatan yang
dilakukan manusia dalam melanggar norma-norma yang ada sehingga dapat
merugikan banyak masyarakat. Kejahatan dapat terjadi dimana saja dan kapan
saja bahkan setiap orang bisa menjadi pelaku kejahatan dan bisa menjadi korban
dari kejahatan itu sendiri. Ada begitu banyak jenis kejahatan di Indonesia seperti
kejahatan kesusilaan, pembunuhan, pencurian, perdagangan manusia, dan lain
sebagainya. Salah satu kejahatan yang sering terjadi di antara kalangan anak-anak
ialah kejahatan kesusilaan.

Kejahatan kesusilaan diatur dalam buku III KUHP (Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana) mulai Pasal 281 sampai dengan Pasal 299. Kejahatan kesusilaan
yang semakin marak terjadi akhir-akhir ini adalah kejahatan kesusilaan berupa

pencabulan, yang dimaksud dengan perbuatan cabul ialah segala perbuatan yang

3 Dwiki Apriyansa, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap
Anak Dibawah Umur Dan Sanksi Yang Diterapkan, Jurnal Panorama Hukum, Vol 4, No. 2,
Desember 2019, hal 136.
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melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji semuanya dalam
lingkup nafsu birahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota
kemaluan, meraba-raba buah dada dsb. Tindak Pidana pencabulan tidak hanya di
atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) saja, namun di atur
pula pada Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan perbuatan pencabulan terdapat
dalam Pasal 289 KUHP serta dalam Undang-Undang Perlindungan Anak
dijelaskan dalam Pasal 82. Pasal 289 KUHP yang menyatakan bahwa:
“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa orang
melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena
menyerang kehormatan kesusilaan dengan pidana penjara paling lama sembilan
tahun”.*

Perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak-anak
disebut sebagai pedofilia. Pedofilia adalah manusia dewasa yang memiliki
perilaku seksual menyimpang dengan anak-anak. Kata itu berasal dari bahasa
Yunani, paedo (anak) dan philia (cinta). Pedofilia sebagai gangguan atau kelainan
jiwa pada seseorang untuk bertindak dengan menjadi anak-anak sebagai
instrument atau sasaran dari tindakan itu. Umumnya bentuk tindakan itu berupa
pelampiasan nafsu seksual. Tindakan pelecehan seksual ini sangat meresahkan
karena yang menjadi korban adalah anak-anak. Pelecehan seksual ini

menimbulkan trauma psikis yang tidak bisa disembuhkan dalam waktu singkat.’

* Eka Ayuningtyas, Rodliyah dan Lalu Parman, Konsep Pencabulan Verbal Dan Non
Verbal Dalam Hukum Pidana, Jurnal Education and development, Vol. 7, No. 3, Edisi Agustus
2019, hal 242.

> AAA. Ngr. Tini Rusmini Gorda, Hukum Perlindungan Anak Korban Pedofilia
(Perpektif Victimologi Dalam Formulasi Kebijakan dan Cita Hukum Pidana), Malang: Setara
Press, 2017, hal 7.
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Anak-anak yang menjadi korban pedofil bisa berbeda jenis kelamin
dan/atau bisa sama jenis dengan pelaku. Anak laki-laki dan/atau perempuan bisa
menjadi korban mereka.’® Bahkan ada pula perilaku yang menyimpang seperti
perilaku Homoseksualitas dimana perilaku ini adalah perilaku seksual yang
ditujukan pada pasangan sesama jenis. Bila terjadi di antara kaum perempuan,
sering juga disebut Lesbianisme.’

Pencabulan merupakan suatu pelanggaran hak anak dan tidak ada suatu
argumen yang dapat membenarkan tindak pidana tersebut, baik dari segi moral,
susila dan agama, terutama tindak pidana pencabulan yang diperbuat terhadap
terdakwa dan anak di bawah umur. Pencabulan tidak hanya masuk ke dalam
tindak pidana kejahatan, namun ia sekaligus tindak pidana kekejaman baik secara
fisik maupun psikis, karena korban menderita beban ketakutan yang luar biasa
samapai-sampai menderita goncangan jiwa seumur hidup.®

Korban pencabulan sering sekali tidak langsung melaporkan kejadian yang
sudah dialaminya kepada orangtua ataupun aparat penegak hukum setempat
seperti polisi. Ada begitu banyak faktor yang membuat korban tidak berani
bercerita kepada siapapun, salah satu faktornya ialah karena korban merasa
terancam, takut kepada pelaku, bahkan tidak sedikit pula ada yang malu dan
merasa tidak ingin diketahui oleh orang lain. Korban memiliki peran yang sangat
penting dalam kasus pencabulan yang telah dialaminya, keberanian korban dalam

mengungkapkan kejadian tersebut dapat membantu korban untuk memperoleh

 Luh Ketut Suryani dan Cokorda Bagus Jaya Lesmana, Pedofil Penghancur Masa
Depan, Jakarta: Pustaka Populer Obor, 2009, hal 12.

" A. Supratiknya, Mengenal Perilaku Abnormal, Y ogyakarta: Penerbit Kanisius, 1995, hal
94.

¥ Sri Warjiyati, Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Bawa Umur, Jurnal
Hukum Pidana Islam, Vol. 4, No. 1, Juni 2018, hal 90.
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keadilan, keamanan, serta keterangan korban dapat membantu pihak kepolisian
dalam proses penyelidikan dan pembuktian pada kasus tersebut.

Dalam proses pembuktian pada kasus tindak pidana pencabulan sangatlah
mempengaruhi keadaan psikologis korban, korban harus memberikan keterangan
yang detail pada saat proses pembuktian mengenai apa yang telah menimpanya.
Lemah dan kurangnya alat bukti dalam tindak pidana pencabulan menyebabkan
banyak pelaku yang lolos dari jeratan hukum. Hal tersebut terjadi karena
kurangnya pengetahuan dari pihak korban. Banyak korban yang melaporkan
kejadian tindak pidana pencabulan itu setelah beberapa hari atau beberapa minggu
setelah kejadian itu terjadi. Bukti telah terjadinya pencabulan dapat hilang apabila
korban tidak segera melapor telah terjadinya pencabulan pada dirinya. Hal-hal
tersebut menyulitkan penyidik dalam mengumpulkan alat bukti, yang kemudian
akan menyulitkan bagi jaksa dalam membuktikan di muka persidangan bahwa
telah terjadi suatu tindak pidana pencabulan.’

Khusus mengenai pelaku tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak
dibawah umur, penting juga untuk memperberat hukuman sipelaku tapi juga tidak
meninggalkan aspek dalam melindungi kepentingan pelaku sebagai seorang
manusia. Apabila dilihat dalam sisi pelaku kejahatan terhadap anak dibawah umur
merupakan suatu tindakan yang tidak bisa diterima oleh keadaan manapun, hal ini
tentu saja membawa akibat bahwa segala tindakan sipelaku harus dipersalahkan
bahkan harus diperberat seberat mungkin. Namun sebagai suatu “ultimum
remedium” atau tindakan terakhir apakah dengan ancaman begitu berat membuat

pelaku kejahatan seksual terhadap anak dibawah umur ini akan berkurang.

? David Casidi Silitonga, Muaz Zul, Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana
Pencabulan Anak Di Bawah Umur (Studi Pengadilan Negeri Binjai), Jurnal Mecatoria, Vol. 7, No.
1, Juni 2014, hal 66-67.
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Adanya Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak dibawah umur merupakan
suatu hal yang sangat kongruen terhadap suatu tindakan perlindungan terhadap
anak dibawah umur, namun disisi lain, pembinaan pelaku tanpa melihat aspek
keadaannya sebagai manusia, psikologis atau penyakit kelainan seksual yang
dideritanya sehingga membuat si pelaku terdorong untuk melakukan hal tersebut
juga harus dijadikan pertimbangan. Adalah hal lumrah apabila si korban meminta
si pelaku untuk dihukum seberat-beratnya, namun disisi lain fungsi hukum dalam
memberikan suatu keseimbangan terhadap sipelaku juga harus diterapkan agar
tujuan sebagai negara hukum dapat berjalan dengan baik."

Meningkatnya jumlah kasus asusila baik itu kekerasan seksual ataupun
pencabulan terhadap anak di dalam masyarakat mencerminkan lemahnya
penegakan hukum di Indonesia selama ini. Kasus kekerasan seksual terhadap anak
menimbulkan keresahan di dalam masyarakat tidak hanya para orang tua yang
mempunyai anak gadis, tetapi juga orang tua yang mempunyai anak laki-laki.
Anak yang menjadi korban perbuatan perkosaan ataupun pencabulan sering
mengalami trauma berkepanjangan akibat kejadian tersebut. Kebanyakan mereka
tidak dapat melupakan peristiwa buruk yang mereka alami. !

Pengetahuan tentang pedofilia merupakan faktor yang menentukan sikap
dalam menghadapi banyaknya kekerasan seksual terhadap anak. Pengetahuan
yang dimiliki akan memberikan pengalaman pada orang tua bagaimana dalam

menyikapi kekerasan seksual terhadap anak sehingga tidak menimbulkan rasa

' Nimrot Siahaan, Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap
Anak Di Bawah Umur Di Indonesia(Tinjauan Yuridis Terhadap Sistem Pidana Di Indoneisa),
Jurnal Ilmiah “Advokasi”, Vol. 04.No. 01. Maret 2016, hal 36.

"' Sri Endah Wahyuningsih, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban
Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Hukum Pidana Positif Saat Ini, jurnal Pembaharuan Hukum,
Vol. III, No. 2, Mei - Agustus 2016.
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kecemasan yang berlebihan. Pengetahuan orang tua mengenai pedofilia diduga
akan dapat mengurangi tingkat kecemasan orang tua. Orang tua yang memiliki
pengetahuan baik akan semakin memahami mengenai pedofilia, sehingga akan
memiliki sikap yang baik pula untuk bertindak dalam rangka mencegah agar
anaknya tidak menjadi korban para pedofil. Pengetahuan yang dimiliki akan
menjadikan orang tua semakin waspada terhadap orang-orang yang berpotensi
untuk mencelakakan anaknya. Pengetahuan yang dimilikinya juga bermanfaat
dalam memberikan nasehat kepada anaknya untuk lebih berhati-hati dengan orang
asing.'

Menurut data yang dikumpulkan oleh Pusat Data dan Informasi Komisi
Nasional Perlindungan Anak Indonesia dari tahun 2010 hingga tahun 2014
tercatat sebanyak 21.869.797 kasus pelanggaran hak anak, yang tersebar di 34
provinsi, dan 179 kabupatan dan kota. Sebesar 42-58% dari pelanggaran hak anak
itu, katanya, merupakan kejahatan seksual terhadap anak. Selebihnya adalah kasus
kekerasan fisik, dan penelantaran anak. Data dan korban kejahatan seksual
terhadap anak setiap tahun terjadi peningkatan. Pada 2010, ada 2.046 kasus,
diantaranya 42% kejahatan seksual. Pada 2011 terjadi 2.426 kasus (58% kejahatan
seksual), dan 2012 ada 2.637 kasus (62% kejahatan seksual). Pada 2013, terjadi
peningkatan yang cukup besar yaitu 3.339 kasus, dengan kejahatan seksual
sebesar 62%. Sedangkan pada 2014 (Januari-April), terjadi sebanyak 600 kasus

atau 876 korban, diantaranya 137 kasus adalah pelaku anak "’

'2 Misfatur Ruhma dan Erni Agustina Setiowati, Pengetahuan Tentang Pedofilia Dan
Kecemasan Terhadap Kekerasan Seksual Pada Orangtua Dengan Anak Berkebutuhan Khusus,
Proyeksi, Vol.12 (2) 2017, hal 62-63.

" https:/id.wikipedia.org/wiki/Kejahatan_seksual terhadap anak di Indonesia, diakses
pada tanggal 20 Mei 2020 Pukul 21:10 WIB.
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https://id.wikipedia.org/wiki/Komisi_Nasional_Perlindungan_Anak
https://id.wikipedia.org/wiki/Komisi_Nasional_Perlindungan_Anak
https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Kejahatan_seksual_terhadap_anak_di_Indonesia

Dalam kurun waktu Januari hingga Juli 2019, sebanyak 526 anak menjadi
korban kekerasan di Sumatra Utara (Sumut). Angka tersebut muncul dari 458
kasus yang ada. Tingginya angka kekerasan terhadap anak kini menjadi sorotan
bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Sumut.
Kepala Dinas PPPA Sumut, Nurlela, bahkan menyebut kekerasan seksual
terhadap anak merupakan kasus yang paling banyak ditemukan di Sumut.
"Kekerasan seksual 239 kasus. Human trafficking anak ada 5 kasus. Kekerasan
fisik 248 kasus. Lalu, penelantaran anak ada 61 kasus. Ini yang kami tangani di
seluruh Sumut. Korbannya 151 laki-laki, dan 375 anak perempuan.'

Kasus kekerasan seksual terhadap anak merupakan satu jenis kasus yang
dilayani oleh lembaga-lembaga yang fokus korbannya adalah anak. Dalam proses
layanan, diawali dengan pengaduan dari korban. Pada proses pengaduan korban
diminta untuk mengisi form kronologi kasus yang menceritakan semua
pengalaman korban, dari penyebab, proses hingga akibat serta upaya yang sudah
dilakukan pelaku, tempat kejadian, jumlah pelaku, dan orang yang membantu
pelaku melakukan kekeran. Kronologi kasus ini adalah syarat mutlak yang harus
diisi oleh korban, dikarenakan layanan selanjutnya tidak akan dilakukan sebelum
syarat-syaratnya lengkap. Oleh karena itu, penelitian ini dalam penelitian ini
kronologi kasus akan dijadikan bahan pengumpulan data. Melihat banyaknya
kasus kekerasan seksual pada anak dan pentingnya penanganan untuk segera
dilakukan, maka penelitian ini dilakukan untuk mengetahui segala sesuatu tentang

kasus kekerasan seksual. '

' https://www.voaindonesia.com/a/anak-di-sumut-jadi-korban-kekerasan-kejahatan-
seksual-mendominasi-/5083446.html, diakses pada tanggal 20 mei 2020 Pukul 22.28 WIB.

15 Sulasteri, Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Relasi Pelaku-Korban, Pola Asuh Dan
Kerentanan Pada Anak, Jurnal Psikologi Malahayati, Vol 1, No. 2, September 2019, hal 63.
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https://www.voaindonesia.com/a/anak-di-sumut-jadi-korban-kekerasan-kejahatan-seksual-mendominasi-/5083446.html
https://www.voaindonesia.com/a/anak-di-sumut-jadi-korban-kekerasan-kejahatan-seksual-mendominasi-/5083446.html

Salah satu contoh kasus pencabulan yang dilakukan Syafrudin, aksi
pencabulan tersebut dilakukan sekitar bulan Mei 2018. Berawal pada bulan Mei
2018 ibu kandung dari korban pencabulan mendengar pengakuan anaknya yang
bernama Ardianto Syahputra pernah dicabuli oleh pelaku dengan cara menyuruh
korban melakukan perbuatan cabul dan sehabis mencabuli Ardianto pelaku
memnberikan uang sebesar Rp. 15.000.00, (lima belas ribu rupiah) . pelaku tidak
hanya berbuat tindakan pencabulan terhadap satu anak melainkan pelaku
melakukannya dengan anak laki-laki lainnya. Dari pemeriksaan fisik yang
dilakukan terhadap Ardianto ditemukan luka lecet pada bagian anus uk. 0,1x0,3
cm pada arah jam 12 sesuai dengan visum et repertum No.272/VER/P/PRM-
03/2019. Akibat dari perbuatan pelaku dihukum dengan pidana penjara selama 10
(sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp. 200.000.00, (dua ratus juta rupiah)
dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana
kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Berdasarkan uraian tersebut, menarik untuk mengetahui bagaimana
Penerapan Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak
sesuai dengan analisis Putusan Nomor : 1705/Pid.Sus/2019/PN.MDN
B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana yang telah diuraikan
diatas, maka yang menjadi rumusan masalah pada penulisan ini adalah sebagai
berikut:

1. Bagaimana bentuk perlindungan oleh negara terhadap anak sebagai korban
pencabulan sesama jenis pada putusan nomor:

1705/P1id.Sus/2019/PN.MDN ?
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2. Apakah  putusan = nomor: 1705/Pid.Sus/2019/PN.MDN  sudah
mencerminkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan ?

3. Bagaimana upaya non penal terhadap anak sebagai korban tindak pidana
pencabulan ?

C. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan oleh negara terhadap
anak  sebagai korban pencabulan pada putusan nomor
1705/Pid.Sus/2019/PN.MDN.

2. Untuk mengetahui apakah putusan nomor : 1705/Pid.Sus/2019/PN.MDN
sudah menerapkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

3. Untuk mengetahui bagaimana upaya non penal terhadap anak sebagai
korban tindak pidana pencabulan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat penelitian dalam penulisan skripsi ini

adalah :

a. Secara Teoritis
Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan dibidang
hukum pidana tentang hukum pidana terhadap anak serta dapat menambah
ilmu bagi penulis dan masyarakat.

b. Secara Praktis
Melalui hasil penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan manfaat untuk
banyak orang dan dapat digunakan dalam menyelesaikan permasalahan
mengenai Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak sehingga dapat
melakukan penanggulangan yang tepat untuk mengatasi apabila Tindak
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pidana tersebut terjadi didalam lingkungan masyarakat dan diharapkan agar
berguna bagi aparat hukum.
E. Hipotesa
Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah
penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk
kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru
didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris
yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan
sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban

yang empiric dengan data.'®
Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum yang diberikan oleh negara terhadap anak sebagai
korban  tindak  pidana  pencabulan  pada  putusan = nomor:
1705/Pid.Sus/2019/PN.MDN diatur dalam pasal 6 dan pasal 7 Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang
Perlindungan Saksi Dan Korban mengatakan bentuk perlindungan hukum
pada anak ada 3 yaitu: Rehabilitasi, Restitusi dan Kompensasi.

2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku pencabulan
putusan nomor: 1705/Pid.Sus/2019/PN.MDN, telah memberikan kepastian
hukum dimana hakim dalam pertimbangannya telah menguraikan unsur-

unsur yang terdapat dalam delik pidana pencabulan, yang juga telah

' Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitaif, kualitatif dan R&D)
Alfabeta Bandung 2015, hal. 96.
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memberikan keadilan dan kemanfaatan kepada pihak korban maupun
terdakwa dimana perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 76 E Jo Pasal 82 UU No. 35 Tahun 2014 Atas Perubahan daru
UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

3. Kebijakan penanggulangan dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu
upaya penal (penerapan hukum pidana) dan upaya non penal (pendekatan di
luar hukum pidana). Dimana upaya non penal merupakan upaya
penanggulangan kejahatan yang bersifat pencegahan seperti penyuluhan atau
seminar yang dilakukan oleh orang yang lebih memahami dan
diselenggarakan kepada mayarakat yang kurang memahami seperti apa
bentuk kejahatan pencabulan tersebut agar mengurangi terjadinya kejahatan
pencabulan terhadap anak dan memberi pemahaman kepada para orangtua

dan diharapkan agar lebih baik lagi dalam menjaga anak-anaknya.
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BABII
TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana
1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah Tindak Pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum
pidana Belanda yaitu strafbaar feit."” Strafbaar feit terdiri dari 3 kata, yakni straf,
baar, dan feit. Straf diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Baar diterjemahkan
dengan dapat dan boleh. Feit diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran
dan perbuatan.'®
Istilah tindak pidana menurut para ahli hukum:

1. Andi Hamzah telah menerjemahkan istilah mengenai definisi tindak
pidana yaitu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh
undang-undang."’

2. Menurut Wirjono Prodjodikoro tindak pidana berarti suatu perbuatan yang
pelakunya dapat dikenai hukum pidana. Dan, pelaku ini dapat dikatakan
merupakan “subjek” tindak pidana.”

3. Menurut Utrecht Tindak Pidana adalah adanya kelakuan yang melawan
hukum, ada seorang pembuat (dader) yang bertanggung jawab atas
kelakuannya-anasir kesalahan (element van schuld) dalam arti kata

“bertanggung jawab” (strafbaarheid van de dader).”

'7 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I , Jakarta: Raja Grafindo Persada,
2002, hal 67.

** Ibid,. hal 69.

Y Andi Hamzah, T. erminologi Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hal 164.

* Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia, Bandung: Refika
Aditama, 2003, hal 59.

2! Agus Rusianto, Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana, Jakarta: Prenada
Media Group, 2016, hal 3.
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4. Menurut Bambang Poernomo, tindak pidana yaitu perbuatan yang
dilakukan oleh seseorang dengan melakukan suatu kejahatan atau
pelanggaran pidana yang merugikan kepentingan orang lain atau
merugikan kepentingan umum.?

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Untuk mengenakan pidana itu harus dipenuhi syarat-syarat tertentu.

Syarat-syarat tertentu ini lazimnya disebut dengan unsur-unsur tindak pidana. Jadi
seseorang dapat dikenakan pidana apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi
syarat-syarat tindak pidana (strafbaarfeit). Menurut Lamintang, bahwa setiap
tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya
menjadi dua macam, yaitu unsur-unsur subjektif dan objektif. Yang dimaksud
dengan unsur-unsur “subjektif”’ adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si
pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya
yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud
dengan unsur “objektif” itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan
keadaan-keadaan, yaitu keadaan-keadaan di mana tindakan dari si pelaku itu harus
dilakukan.”’

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah :

a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (culpa/dolus);

b. Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau pogging seperti

dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;

2 Bambang Poernomo, AsasAasas Hukum Pidana, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1997, hal

86.
23 Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung: Sinar Baru, 1984, hal
18.
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¢. Macam- macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di
dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan
dan lain-lain;

d. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad seperti misalnya
terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;

e. Perasaaan takut atau vress seperti yang antara lain terdapat di dalam
rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.*

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah :

a. Sifat melanggar hukum atau wederrechtelijkheid;

b. Kualitas Si Pelaku Misalnya keadaan sebagai pegawai negeri di dalam
kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai
pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas didalam kejahatan
menurut Pasal 398 KUHP. Kausalitas yakni hubungan antara sesuatu
tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.”

Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah :

a. Perbuatan;

b. Yang dilarang (oleh aturan hukum);

c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan)
Sementara menurut Schravendijk unsur pidana yaitu :

a. Kelakuan (orang yang);

b. Bertentangan dengan keinsyafan hukum,;

c. Diancam dengan hukuman;

d. Dilakukan oleh orang (yang dapat);

* Lamintang dan Franciscus Theojunior Laminating, Dasar-Dasar Hukum Pidana Di
Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hal 192.
* Ibid,.
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e. Dipersalahkan/kesalahan;

Walaupun rincian diatas tampak berbeda-beda, namun pada hakikatnya
ada persamaan, vyaitu: tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai
perbuatannya dengan unsur yang mengenai diri orangnya.26
B. Tinjauan Umum Tentang Pencabulan

Pencabulan merupakan kecerendungan untuk melakukan aktivitas
seksual dengan orang yang tidak berdaya seperti anak-anak, baik laki-laki maupun
perempuan. Dilakukan dengan kekerasan ataupun tanpa kekerasan. Secara umum
pelaku pencabulan tidak hanya mengenal batas usia anak yang menjadi targetnya,
bahkan sesama jenis pun bisa menjadi sasaran untuk melampiaskan nafsunya.

Merujuk dari Kamus Besar Bahasa Indonesia mengenai pengertian
pencabulan adalah kata dasar dari cabul, yaitu kotor dan keji sifatnya tidak sesuai
dengan sopan santun (senonoh), memperkosa, berzinah, mencemari kehormatan
perempuan.”’

Pengertian pencabulan menurut para ahli hukum:

1. Menurut Adami Chazawi pengertian perbuatan cabul (ontuchtige
handeligen) adalah segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan
diri sendiri maupun dilakukan pada orang lain mengenai dan yang
berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat
merangsang nafsu seksual. Misalnya mengelus-elus atau menggosok-
gosok penis atau vagina, memegang buah dada, mencium mulut seorang

perempuan dan sebagainya.*®

26 Adami Chazawi, Loc.cit

27 Sudarsono, Kamus Hukum, Jakarta: Rineka Cipta, 2015, hal 64.

* Adami Chazawi, 2007, Tindak Pidana Kesopanan, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
2007, hal 80.
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2. Menurut R. Soesilo perbuatan cabul ialah segala perbuatan yang
melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu
didalam lingkungan nafsu berahi kelamin, misalnya: cium-ciuman,
meraba-raba anggauta kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebaginya.29

3. Menurut Andi Hamzah perbuatan cabul adalah perbuatan yang tidak
senonoh dalam bidang seksual; misalnya, perbuatan meraba-raba
kemaluan yang dilakukan di muka umum yang menimbulkan rangsangan
berahi.”

4. Menurut Noyon Langemeijer-Remmelink perbuatan cabul (ontuchtige
handeligen) adalah perbuatan yang ditujukan pada kontak seksual yang
bagimanapun juga kontak seksual yang bertentangan dengan norma etika
sosial, tanpa melakukan perbuatan yang mengerikan.”'

5. Soetandyo Wignjosoebroto mengatakan bahwa pencabulan adalah suatu
usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang laki-laki terhadap seorang
perempuan dengan cara menurut moral dan atau hukum yang berlaku
melanggar.”

Pelaku pencabulan terhadap anak-anak di bawah umur yang dapat juga
disebut dengan chid molester, Topo Santoso menggolongkan ke dalam lima

kategori yaitu :

» R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-
Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Bogor: Politea, 1995, hal 212.

3% Andi Hamzah, Op.Cit, hal 32.

3! Andi Hamzah, Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP, Jakarta: Sinar
Grafika, 2009, hal 24.

32 Soetandyo Wignjosoebroto, Hukum Dalam Masyarakat Perkembangan Dan Masalah
Sebuah Pengantar Kearah Sosiologi Hukum, Malang: Bayu Publishia, 2008, hal 88.
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a. Immature: para pelaku melakukan pencabulan disebabkan oleh
ketidakmampuan mengidentifikasikan diri mereka dengan peran seksual
sebagai orang dewasa;

b. Frustated: para pelaku melakukan kejahatannya (pencabulan) sebagai
reaksi melawan frustasi seksual yang sifatnya emosional terhadap orang
dewasa. Sering terjadi mereka beralih kepada anak-anak mereka sendiri
(incest) ketika merasa tidak seimbang dengan istrinya;

c. Sociopathic: para pelaku pencabulan yang melakukan perbuatannya
dengan orang yang sama sekali asing baginya, suatu tindakan yang keluar
dari kecenderungan agresif yang terkadang muncul;

d. Pathological: para pelaku pencabulan yang tidak mampu mengontrol
dorongan seksual sebagai hasil psikosis, lemah mental, kelemahan organ
tubuh atau kemerosotan sebelum waktunya (premature senile
deterioration);

e. Miscellaneous: yang tidak termasuk semua kategori tersebut di atas.™

C. Tinjauan Umum Tentang Anak
1. Pengertian Anak

Sampai saat ini di Indonesia ternyata masih banyak terdapat perbedaan
pendapat mengenai pengertian anak, sehingga kadang menimbang kebingungan
untuk menentukan seseorang termasuk dalam kategori anak atau bukan. Hal ini
dikarenakan oleh sistem perundang-undangan di Indoneisa yang bersifat
pluralism, sehingga anak mempunyai pengertian dan batasan yang berbeda-beda

antara satu perundang-undangan dengan perundang-undang lain.**

33 Topo Santoso, Seksualitas dan Hukum Pidana, Jakarta: IND-HILL-CO, 1997, hal 45.
3 Abdussalam, Hukum Perlindungan Anak, Jakarta: Restu Agung, hal 5.
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Di Indoneisa terdapat banyak perbedaan mengenai batasan umur anak.
Ini dikarenakan setiap peraturan perundang-undangan secara tersendiri mengatur
tentang pengertian anak sehingga perumusan dalam setiap peraturan perundang-
undangan tidak memberikan pengertian secara pasti mengenai batas umur anak.
Untuk mengetahui apakah seseorang yang dikatakan sebagai anak atau bukan
maka harus ada hukum yang mengaturnya.
Berikut adalah definisi pengertian anak serta batas wusia yang
dikategorikan sebagi anak menurut peraturan perundang-undangan:
a. Pengertian Anak Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
(KUHP).
Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang
dikategorikan anak terdapat dalam Pasal 45 dan Pasal 72 bahwa
yang dikategorikan sebagai anak ialah seseorang yang belum
berusia 16 (enam belas) tahun.>
b. Pengertian Anak Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan
seseorang yang belum dewasa adalah mereka yang belum
mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan belum
kawin.*®
c. Pengertian Anak Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan.
Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 seorang

pria hanya diizinkan kawin apabila apabila telah mencapai usia 19

3% Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 45 dan Pasal 72 ayat (1).
36 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Pasal 330.
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(Sembilan belas) tahun dan wanita telah mencapai usia 16 (enam
belas) tahun.”’
Ini berarti usia anak dikatakan belum dewasa apabila anak (pria)
dibawah usia 19 (sembilan belas) tahun dan usia anak (wanita)
dibawah usia 16 (enam belas) tahun. Diatas dari usia tersebut
mereka dikatakan sudah dewasa dan boleh untuk menikah /
melakukan perkawinan.

d. Pengertian Anak Menurut Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979
Tentang Kesejahteraan Anak.
Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh
satu) tahun dan belum pernah kawin.”®

e. Pengertian Anak Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997
Tentang Pengadilan Anak.
Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah berusia 8
(delapan) tahun, tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas)
tahun dan belum pernah kawin.*

f. Pengertian Anak Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999
Tentang Hak Asasi Manusia.
Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan

belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih di

dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya.*’

37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1).

38 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Pasal 1 ayat (2).
3% Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Pasal 1 ayat (1).

* Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1 ayat (5).
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g. Pengertian Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002
Tentang Perlindungan Anak.

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas)
tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan.41

h. Pengertian Anak Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012
Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas)
tahun.*

1. Pengertian Anak Menurut Hukum Internasional, yaitu Konvensi

Hak-hak Anak (telah diratifikasi dengan keputusan Presiden RI
Nomor 36 Tahun 1990)
Pasal 1 Konvensi Hak-hak Anak (KHA) menyebutkan, yang
dimaksud dengan anak dalam konvensi adalah setiap orang yang
berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun, kecuali berdasarkan
undang-undang yang berlaku bagi anak ditemukan bahwa usia
dewasa dicapai lebih awal .**

j. Pengertian Anak Menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003
Tentang Sistem Pendidikan Nasional memberlakukan Wajib
Belajar 9 (Sembilan) tahun, yang dikonotasikan menjadi anak

berusia 7 (tujuh) sampai 15 (lima belas) tahun.

*' Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang
Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (1).

2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak lihat
Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5.

# Wagiati Soetedjo dan Melani, Hukum Pidana Anak, Cetakan Kelima (Edisi Revisi),
Bandung: Refika Aditama, 2017, hal 141.
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Berbagai macam definisi tersebut, menunjukkan adanya disharmonisasi
perundang-undangan yang ada. Sehingga, pada praktiknya di lapangan, akan
banyak kendala yang terjadi akibat dari perbedaan tersebut.** Sangat penting
untuk menentukan dan menetapkan batasan umur anak secara jelas agar tidak
terjadi permasalahan mengenai batasan umur anak itu sendiri.

Menurut Hukum Adat, seseorang dikatakan belum dewasa bilamana
seseorang itu belum menikah dan berdiri sendiri belum terlepas dari
tanggungjawab orangtua. Hukum adat menentukan bahwa ukuran seseorang telah
dewasa bukan dari umurnya, tetapi ukuran yang dipakai adalah: dapat bekerja
sendiri; cakap melakukan yang disyaratkan dalam kehidupan masyarakat; dapat
mengurus kekayaan sendiri.*

Selain definisi atau pengertian anak menurut peraturan perundang-
undangan dan menurut Hukum Adat, pengertian anak dimata Hukum Positif
Indonesia yang ditinjau dari aspek yuridis yaitu: “Anak adalah orang yang belum
dewasa (minderjarig/person under age), orang yang dibawah umur / keadaan
dibawah umur (minderjarigheid/inferionity) atau kerap juga disebut sebagai anak
yang dibawah pengawasan wali (minderjarigeondervoordij).*

Zakiah Darajat mengatakan bahwa mengenai batas usia anak-anak dan
dewasa berdasarkan pada usia remaja adalah bahwa masa usia 9 (Sembilan) tahun
antara 13 (tiga belas) tahun sampai 21 (dua puluh satu) tahun sebagai masa remaja

merupakan masa peralihan antara masa anak-anak dan masa dewasa, dimana

“ M. Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk Dihukum, Catatan Pembahasan UU Sistem
Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA), Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hal 10.

* Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana
Anak di Indonesia. Bandung: Refika Aditama, 2014, hal 37.

* Lilik Mulyadi, Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia, Bandung: P.T Alumni,
2014, hal 1-2.
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anak-anak mengalami pertumbuhan yang cepat disegala bidang dan mereka bukan
lagi anak-anak baik bentuk badan, sikap, cara berpikir dan bertindak, tetapi bukan
pula orang dewasa.”’
2. Anak Berhadapan Dengan Hukum
Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak di dalam Pasal 1 ayat (2) :
“Anak yang Berhadapan denagn Hukum adalah anak yang berkonflik
dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang
menjadi saksi tindak pidana”.
Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak
adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18
(delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana (Pasal 3). Yang
dimaksud dengan anak berkonflik dengan hukum adalah anak sebagai pelaku
tindak pidana.
Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut
Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang
mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan
oleh tindak pidana (Pasal 4).
Anak yang Menjaadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak
Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat
memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan (Pasal 5).
Kategori anak sebagai pelaku tindak pidana tentu saja memiliki ketentuan
umur tersendiri. Mereka adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun,

tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak

47 Zakiah Darajat, Kesehatan Mental, Cetakan Kelima, Jakarta: Inti Idayu Press, 2016, hal
106.
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pidana. Jadi anak yang berumur di bawah 12 tahun, walaupun melakukan tindak
pidana, belum dikategorikan sebagai anak yang berhadapan dengan hukum.
Dengan demikian, ia berada di luar ketentuan ini. Begitu juga, orang yang telah
berumur di atas 18 tahun tidak lagi digolongkan kepada anak, namun sudah
dianggap dewasa, dan berlaku ketentuan umum hukum pidana.

Kategori anak yang menjadi korban tindak pidana adalah anak yang
belum berusia 18 tahun. Sedangkan kategori anak yang juga belum berumur 18
tahun. Untuk kategori anak sebagai korban dan anak sebagai saksi disamakan
usianya, yaitu 18 tahun. **

Dilihat dari Pasal 59 ayat (2) point b dalam Undang-Undang Nomor 35
Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
tentang Perlindungan Anak mengatakan anak yang berhadapan dengan hukum
sedangkan dalam Pasal 64 sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2)
huruf b diberikan perlindungan khusus.
Perlindungan Khusus bagi Anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b dilakukan melalui:

1. perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai
dengan umurnya;

2. pemisahan dari orang dewasa;

3. pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;

4. pemberlakuan kegiatan rekreasional;

5. pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang
kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya;

6. penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup;

7. penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai

upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;

8. pemberian keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak
memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;

9. penghindaran dari publikasi atas identitasnya.

* Naliansyah dan Syarifah Rahmatillah, Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan
Dengan Hukum, Journal of Child and Gender Studies, Vol. 1, No. 1, Maret 2015, hal 55.
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10. pemberian pendampingan Orang Tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh
Anak;

11. pemberian advokasi sosial;

12. pemberian kehidupan pribadi;

13. pemberian aksesibilitas, terutama bagi Anak Penyandang Disabilitas;

14. pemberian pendidikan;

15. pemberian pelayanan kesehatan; dan

16. pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Apabila anak yang menjadi korban kejahatan khususnya korban
kekerasan seksual maka anak sebagai korban harus mendapat perlindungan serta
hak-haknya kembali sebagai seorang anak. Sebagai seseorang yang belum dewasa
anak sering sekali tidak mengerti bahwa dia sudah menjadi korban kejahatan.
Disinilah peran orangtua, pemerintah, masyarakat beserta lembaga lainnya ikut
turut andil dalam pemulihan anak.

Negara berkewajiban melindungi anak-anak dari perlindungan hukum,
baik itu pada saat itu menjalani pengadilan sampai sesudah menjalani pengadilan
tersebut. Karena setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan dari
hukum, terutama anak-anak yang masih sangat perlu dalam menjalani kasus
hukum tersebut. Perlindungan anak diusahakan oleh setiap orang, orang tua,
keluarga, masyarakat, pemerintah maupun Negara. Pasal 20 Undang-Undang
Perlindungan Anak menentukan bahwa “Negara, pemerintah, masyarakat,
keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap
penyelenggaraan perlindungan anak.*

Perlindungan Khusus didalam Pasal 69A sebagaimana dimaksud Pasal 59
ayat (2) huruf'j dilakukan upaya:

a. edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;
b. rehabilitasi sosial;

* Rendy H. Pratama, Sri Sulastri, Rudi Saprudin Darwis, Perlindungan Terhadap Anak
yang Berhadapan dengan Hukum, PROSIDING KS: RISET & PKM, Vol. 2, No. 1, hal 9.
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c. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan

d. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat
pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan
pemeriksaan di sidang pengadilan.

Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ini
menegaskan bahwa pada setiap tingkat pemeriksaan, anak yang berkonflik dengan
hukum wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh Pembimbing
Kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan. Keberadaan pengaturan pemberian Bantuan Hukum dari

Advokat harus diperluas.™

0 Wiwik Afifah, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Saksi Dalam Sistem
Peradilan Pidana Anak, Jurnal [lmu Hukum, Vol.10, No.20, Agustus 2014, hal 74.
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METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

BAB III

Waktu Penelitian dilaksanakan sekitar bulan Agustus 2020 setelah

dilakukan seminar Proposal dan Perbaikan Outline.

Bulan
November Maret Agustus | November Januari
No Kegiatan Keterangan
2019 2020 2020 2020 2021
1/2/3/4/1|2|3 2/13/4(1/2/3|4(1]2|3|4
1. | Pengajuan Judul
2. | Seminar Proposal
3. | Penelitian
Penulisan dan
4.
Bimbingan Skripsi
5. | Seminar Hasil
Sidang Meja
6.
Hijau
2. Tempat Penelitian
Penelitian ini dilakukan di 2 tempat yang berbeda. Selanjutnya dalam
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penelitian ini, penulis melakukan penelitian dengan cara mewawancarai
Akademisi yaitu Dosen Ibu Marlina SH, M.Hum wawancara dilakukan secara
rekaman tersendiri lalu dikirim melalui Email dan Praktisi yaitu pengacara Bapak
Bresman Siallagan SH. MH. Wawancara dilakukan di Jalan Sei Putih No.9a,
Medan Baru dan Bapak Yudi Efraim Karo-karo SH wawancara dilakukan di
Jalan Bunga Kantil XXVII No.9 Kelurahan PB Selayang II Kecamatan Medan

Selayang.

B. Metodologi Penelitian
1. Jenis Penelitian
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian berupa yuridis normatif,
yaitu metode penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan
berbagai data seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori
hukum dan pendapat para sarjana guna menunjuang kualitas dari hasil penelitian.
Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-
sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan
hukum sekunder:
a. Bahan Hukum Primer
Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersifat
autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri
dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam
pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.
b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan Hukum Sekunder yang terutama adalah buku teks berisi
mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan
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klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi. Bahan hukum
sekunder dapat berupa tulisan-tulisan tentang hukum baik dalam

bentuk buku ataupun jurnal-jurnal.’’

2. Sifat Penelitian
Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu analisis data yang
dilakukan tidak keluar dari lingkup permasalahan dan berdasarkan teori atau
konsep yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat
Penelitian Deskriptif Analitis dimaksudkan untuk menggambarkan data
yang diteliti mengenai Penerapan Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana Pencabulan
terhadap Anak sehingga dari data tersebut penulis dapat menjawab mengenai
perumusan masalah yang dipaparkan diatas oleh penulis.
3. Teknik Pengumpulan Data
Dalam menulis skripsi ini untuk mengumpulkan data-data, metode
penelitian yang digunakan adalah :
1. Penelitian Kepustakaan (library research).
Penelitian kepustakaan ini adalah mencari bahan hukum atau data
dengan mengkaji buku-buku ,teori-teori, pendapat para ahli, literatur-
literatur, catatan-catatan dan ketentuan perundang-undangan yang
memiliki hubungan erat dengan permasalahan dalam penulisan skripsi
ini.
2. Penelitian lapangan (field research).
Pengumpulan data melalui pengajuan pertanyaan kepada hakim, pakar

hukum, ahli, dan professional yang berhubungan dengan penelitian

> Peter Mahmud Marzuki. 2005. Penelitian Hukum. Surabaya : Kharisma Putra Utama,
hlm 181-182.
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yang sedang dilakukan peneliti guna memberikan masukan dan
arahan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara.
Wawancara yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah
wawancara terbuka. Peneliti bertanya langsung kepada narasumber
yang dipilih, yaitu pihak-pihak berkompeten yang dianggap mampu
memberikan gambaran dan informasi yang digunakan untuk
menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Adapun
narasumber tersebut antara lain Dosen Fakultas Hukum Universitas
Medan Area Ibu Dr. Marlina SH. M.Hum dan Pengacara Bapak
Bresman Siallagan SH, MH dan Bapak Yudi Efraim Karo-Karo SH.
4. Analisis Data
Dalam melakukan analisa data dan menarik kesimpulan peneliti
menggunakan metode penelitian kepustakaan. Metode penelitian kepustakaan
dilakukan dengan mengambil data dari berbagai buku, sumber bacaan yang
berhubungan dengan judul pembahasan, jurnal maupun disertasi, perundang-
undangan dan wawancara. Data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya di
analisa secara kualitatif, yaitu dengan memperhatikan data-data yang ada beserta
dengan fakta-fakta yang ada di lapangan sesuai dengan Putusan Pengadilan
Nomor: 1705/Pid.Sus/2019/PN.MDN. Untuk memperoleh suatu gambaran singkat

mengenai suatu permasalahan dalam penelitian ini.
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
A. KESIMPULAN

1. Bentuk Perlindungan Oleh Negara Terhadap Anak Sebagai Korban
Pencabulan Sesama Jenis Pada Putusan Nomor:
1705/Pid.Sus/2019/PN.MDN, Perlindungan hukum terhadap anak
merupakan upaya perlindungan berbagai kebebasan hak asasi anak
(fundamental rightsand freedom of children), serta berbagai kepentingan
yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Perlindungan hukum bagi
anak mencakup lingkup yang luas. Salah satu bentuk perlindungan yang
diberikan negara kepada anak sebagai korban, saksi maupun pelaku
terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tentang Atas Perubahan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
Dalam Pasal 76 E telah diketahui unsur-unsurnya maka perlindungan
terhadap anak telah terpenuhi dan terbukti, terdakwa dinyatakan sah telah
melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur dan
karena terdakwa mampu untuk bertanggungjawab maka dari itu terdakwa
dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri
terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana penjara selama 10
(sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta
rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti
dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

2. Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Pada Putusan

Nomor: 1705/Pid.Sus/2019/PN.MDN telah dilakukan sesuai dengan
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unsur penegakan hukum yaitu unsur kepastian hukum, keadilan dan
kemanfaatan. kepastian hukum dimana di dalam putusan ini terdapat
bentuk nyata dari pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap suatu
tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan tindakan tersebut.
Dengan adanya kepastian hukum masyarakat tahu apa yang menjadi hak
dan kewajibannya sesuai dengan hukum yang berlaku di masyarakat.
Keadilan yang dimaksudkan dalam putusan hakim adalah yang tidak
memihak terhadap salah satu pihak perkara, mengakui adanya persamaan
hak dan kewajiban kedua belah pihak. Didalam putusan ini Majelis
Hakim telah menerapkan keadilan dimana dapat dilihat bahwa pelaku
mendapatkan hukuman sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya. Di
dalam sebuah putusan hakim wajib menerapkan kepastian hukum,
keadilan dan kemanfaatan. Kemafaatan merupakan hal yang sangat
penting bagi hidup manusia. Terlepas dari apakah kemanfaatan
memberikan efek atau tidak semua terletak kepada putusan hakim dalam
menangani suatu perkara.

3. Kebijakan penanggulangan kejahatan dapat dilakukan melalui dua
pendekatan, yaitu pendekatan penal (penerapan hukum pidana) dan
pendekatan non penal (pendekatan di luar hukum pidana).
Penanggulangan kejahatan melalui jalur “penal”’menyangkut bekerjanya
fungsi aparatur penegak hukum sistem peradilan pidana yang terdiri dari
kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga masyarakat.
Penanggulangan lewat jalur “penal” lebih menitikberatkan pada sifat

“repressive” (penindasan / pemberantasan / penumpasan) sesudah
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kejahatan terjadi, sedangkan jalur “nompenal” lebih menitikberatkan
pada sifat “preventive” (pencegahan / penangkalan / pengendalian)
sebelum kejahatan terjadi. Jalur “nompenal” merupakan jalur
penanggulangan dengan cara peningkatan nilai keagamaan, penyuluhan
melalui pemuka masyarakat, dan kegiatan lainnya. Persoalan kejahatan
tidak hanya diarahkan pada penyelesaian melalui proses peradilan, tetapi
bisa melalui nonperadilan.
B. SARAN

1. Setelah melihat kronologi kasus pada putusan
1705/Pid.Sus/2019/PN.MDN, dimana kasus ini terjadi akibat dari
kelalaian orangtua dalam menjaga anak. Dalam melindungi serta
menjada seorang anak dari pelaku kejahatan tidak hanya peran orangtua
selalu bapak dan ibu biologis, negara dan masyarakat sekitar juga
mempunyai kewajiban untuk memperhatikan dan melindungi anak dari
koraban kejahatan. Baik anak sebagai korban, saksi maupun pelaku
kejahatan itu sendiri.

2. Diharapkan agar para penegak hukum lebih memperhatikan anak yang
sudah menjadi korban dan mampu memberi keadilan baik bagi sang anak
maupun bagi si pelaku.

3. Anak yang belum berhadapan dengan hukum baik sebagai pelaku,
korban maupun saksi harus dibekali dengan pengetahuan-pengetahuan
seperti bagaimana kejahatan hidup diantara mereka, agar anak-anak baik

yang sudah berhadapan dengan hukum maupun yang masih belum
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berhadapan dengan hukum diharapkan bisa, mampu dan mengerti, agar

tidak terjadi lagi hal yang tidak dinginkan kepada anak-anak.
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